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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha 

lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun 

pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan 

dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan 

mengedarkan alat-alat pembayaran bank berupa uang.
17

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bank adalah badan usaha 

dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, 

terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. 

2. Macam-macam Bank 

Ada beberapa macam bank di negara kita yang dapat dilihat dari segi 

fungsi, kepemilikan modal, struktur dan prinsip usahanya, sebagaiberikut:  

a. Dari Segi Fungsi 

Dilihat dari segi fungsinya bank ada dua macam bank sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 2 UU Perbankan, ada 2 macam yaitu 

bankumum dan bank perkreditan rakyat. 
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Zainal Asikin, Op. Cit, h. 25. 
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1. Bank umum 

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan 

kegiatannya tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang 

lebih besar pada kegiatan tertentu. 

2. Bank perkreditan rakyat 

 Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melakanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatan bukan memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Dari Segi Kepemilikan Modal 

Dari segi kepemilikan modalnya terdapat dua macam bank yaitu 

bank milik negara dan bank milik swasta. 

1. Bank milik Negara 

Bank milik negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh 

modalnya milik negara.Pada prinsipnya dalam UU Perbankan, bank 

berstatus sebagai badan hukum. Denganstatustersebut, bila 

dihubungkan dengan macam-macam perusahaan dalamUU No. 19 

tahun 2003 tentang Badan usaha milik Negara (BUMN) berstatus 

perusahaan persero. 
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2. Bank milik swasta 

Bank swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh 

swasta.Apabila bank ini bentuk hukum perseroan terbatas maka 

modalnya berupa saham dari para pendirinya dan dari pemegang 

saham lainnya, sedangkan bank yang berbentuk koperasi modalnya 

berasal dari simpanan para anggota koperasi. 

c. Dari Segi Struktur 

Dilihat dari segi strukturnya ada dua macam bank yaitu bank 

sentral dan bank operasional. 

1. Bank sentral 

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank sentral adalah 

Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak 

melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh bank 

operasional sedangkan bank Indonesia yang mengatur dan 

mengawasi sertamembina bank tersebut. 

2. Bank operasional 

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani 

langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. 

d. Dari Segi Prinsip Usaha 

Dari segi prinsip usahanya bank juga ada dua macam yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. 
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1. Bank konvensional 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya 

secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan 

berdasarkan system bunga. 

2. Bank syariah 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dalam menarik imbalan jasa 

berdasarkan bagi hasil.
18

 

3. Fungsi Bank 

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada 

perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, 

mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah), 

agar UKM menjadi penopang tatanan perkonomian Indonesia. Artinya 

pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang 

terutama melalui sektor UKM. 

Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, bank merupakan media perputaran 

lalu lintas uang. Dan tempat dimana permasalahan keuangan dapat 

diselesaikan, baik melalui produk-produk bank maupun jasa bank yang 

ditawarkan kepada nasabahnya.
19
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Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta : Rinka Cipta 2009) h. 47-

49 
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Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, ( Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011) h- 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena 

menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu 

hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh sesuatu 

kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat 

tercapai. 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa:"suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". 

Menurut R. Setiawan, rumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut 

masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak 

saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya kata perbuatan 

tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, 

sehingga beliau memberikan defenisi sebagai berikut : 

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata. 
20

 

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu atau lebih. 
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R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h.49. 



 

 

25 

Berdasarkan beberapa rumusan mengenai pengertian perjanjian seperti 

tersebut diatas, jika disimpulkan maka perjanjian itu mempunyai unsur-unsur 

yang terdiri dari: 

a. Adanya pihak-pihak; 

b. Adanya persetujuan pihak-pihak; 

c. Adanya tujuan yang akan dicapai; 

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, 

e. Adanya bentuk tertentu yaitu lisan atau tertulis; 

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; 

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia 

usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli 

barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, 

pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga 

kerja.
21

 

2. Asas-asas Perjanjian 

Asas-asas perjanjian dalam perjanjian antara lain  

a. Asas kebebasan berkontrak 

Maksudnya adalah setiaporang bebas mengadakan suatu perjanjian 

berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu 

ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya, 2006), h.93. 
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Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu 

dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas 

untuk menentukann bentuk maupun syarat-syarat, dan bebas untuk 

menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. 

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja 

(tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya 

seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak 

untuk membuat perjanjian itu meliputi : 

1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang 

2) Perjanjian-perjanjian dan atau campuran yang belum diatur dalam 

undang-undang. 

b. Asas konsensualisme 

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka 

yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain 

kecuali perjanjian yang bersifat formal.
22

 

c. Asas itikad baik 

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan 

dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat 

diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada 

seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad 
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A.qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Berserta 

Perkembangannya  (Yogyakarta: liberti), h.20 
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baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu 

perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa 

yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

d. Asas Pacta Sun Servanda 

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan 

mengikatnya suatu perjanjian. Maksud dari asas ini dalam suatu 

perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para 

pihak yang telah membuat perjanjian itu. 

e. Asas berlakunya suatu perjanjian 

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang 

membuatnya tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang 

telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak 

ketiga.
23

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH 

Perdata yang berbunyi "Pada umumnya tidak seorangpun dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu 

perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri". 

3. Syarat-syarat Perjanjian 

 Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
24

 

a. Kesepakatan 

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikat diri, 

artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai 
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Ibid, h.19 
24

Pasal 1320 KUH Perdata 
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kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus 

dinyatakandengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu 

perjanjian tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, 

penipuan atau kekhilafan. 

b. Kecakapan 

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk 

melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang 

yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-

orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang 

belum dewasa, orang yang dibawah pengampunan dan perempuan yang 

telah kawin.Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum 

ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum 

dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampunan. 

c. Suatu Hal Tertentu 

Menurut KUH Perdata hat tertentu adalah: 

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah 

harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni 

paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) 

2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata) 

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus 
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jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas 

ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya. 

d. Suatu Sebab yang Halal 

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada 

pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 

1335 KUHP perdata). 

4. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank 

dengan pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban 

debitur seperti diatas, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, 

karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank 

dan objek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan-peraturan yang 

berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerdata sebagai peraturan 

umumnya dan undang-undang perbankan sabagai peraturan khususnya. 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas suatu 

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan 

pemberian kepercayaan. Ini berarti suatu lembaga kredit akan memberikan 

kalau ia yakin betul bahwa penerima kredit akan mengembalikan 

pinjamannya, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak.
25
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Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur 

dengan pihak debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit 

secara tertulis, dalam praktek perbankan, bentuk dan format dari perjanjian 

kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun 

demikian terdapat hal-hal yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian 

tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian 

kredit tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan 

kesyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas 

mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran 

kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit.
26

 

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank 

sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian 

kredit maupun fungsi yang sangat penting sebagai pemberian, pengelolaan 

maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.
27

 

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu pemberi 

kredit(kreditur) dan penerima kredit (debitur).Kreditur meminjamkan uang 

dalam jangka waktu terentu, dengan menerima imbalan dari debitur.
28

 

 

C.Tinjauan Umum tentang Kredit 

1. Pengertian kredit 

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang 

artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang 
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memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. 

Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberi kepercayaan kepada 

seseorang bahwa uang yang dipinjamnya pasti kembali.
29

 

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu terentu dengan pemberian bunga. 

2. Unsur-unsur kredit 

Dalam pemberian kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung 

didalamnya, yaitu 

a. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh 

bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan 

penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan 

penyelidikan dilakaukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya 

dalam membayar kredit yang disalurkan. 

b. Kesepakatan 

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 
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Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang 

ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan nasabah. 

c. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak 

memiliki jangka waktu. 

d. Resiko 

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko  

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar 

kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena 

nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana 

alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu 

tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka 

waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula 

sebaliknya resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang 

disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. 

e. Balas jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan 

suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian 

suatu kredit atau jasa tersebut ia kenal dengan nama bunga bagi bank 
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prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan 

komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama 

bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas 

jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
30

 

3. Jenis-jenis kredit 

Jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan 

kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada pada 

masyarakat ada beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas 

kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank 

dikelompokan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai 

segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan 

tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik 

tertentu. 

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat 

dari berbagai segi adalah : 

a. Dilihat dari segi kegunaan 

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk 

melihat kegunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam 

kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi 

kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu: 

1. Kredit investasi 

 Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

                                                 
30

Ibid, h 76 



 

 

34 

usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru dimana masa 

pemakaian untuk satu periode yang relative lebih lama dan 

biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu 

perusahaan. 

2. Kredit modal kerja 

 Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan untuk 

meningkatkan produksi atau operasionalnya. Contoh kredit modal 

kerja diberikan untuk membeli bahan baku , membayar gaji 

pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang 

dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah 

bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan 

pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah : 

1. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha 

atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil 

barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan 

sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa 

jasa. 

2. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk 

dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada 

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang 
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untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 

3. Kredit perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lama pemberian kredit 

mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis 

kredit ini adalah sebagai berikut. 

1. Kredit jangka pendek 

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang 

dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya 

digunakan untuk keperluan modal kerja. 

2. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 

tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal 

kerja.Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi 

kredit jangka panjang. 

3. Kredit jangka panjang 

Kredit yang merupakan masa pengembaliannya paling panjang, 

yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini 

digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, 
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kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif 

seperti kredit perumahan.
31

 

4. Tujuan Kredit 

Pada dasarya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa 

keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. 

Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-

usaha nasabah yang diyakini mampu mau mengembalikan kredit yang 

telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul 

unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu kredit 

sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. 

2.  Savety, yaitukeamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini 

dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang 

atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan 

yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.
32

 

5. Prinsip-prinsip pemberian kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa 

yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan 

tersebut dilihat dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut 
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disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai 

cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui 

prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-

kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. 

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C berisi penilaian tentang character, capacity, capital, 

condition,collactera. Sedangkan untuk 7P kredit adalah personality, party, 

purpose, prospect, payment, profitability, dan protection.Analisis 5C yaitu: 

1. Character 

Suatu keyakianan bahwa suatu sifat atau watak dari orang-orang 

yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini 

tercermin dari latar belakang pekerjaannya, maupun yang bersifat 

pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hobi dan sosial standing-nya. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga 

diukur,dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-

ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 
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disalurkan. 

3. Capital 

Untuk melihat kegunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan 

keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuidasi/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga 

harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang. 

4. Collacteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat 

fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jaminan kredit 

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga 

tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan 

sector masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sector yang 

dijalankan.
33

 

Penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut: 

1. Personality 

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 

sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi 
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suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

katakternya sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan 

tertentu danakan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula dari bank. 

Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk 

usaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan 

persyaratan lainnya. 

3. Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan 

pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan 

konsumtif, produktif atau perdagangan. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu 

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 



 

 

40 

pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber 

penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu 

usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah 

akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan 

kredit yang diperoleh dari bank. 

7. Protection 

Tujuan adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan 

oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat 

berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
34

 

6. Prosedur pemberian kredit 

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara 

pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, 

kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau 

produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit 

oleh badan hukum sebagai berikut. 

a. Berkas-berkas 

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan 

berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit 
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hendaknya mencakup latar belakang beserta maksud dan 

tujuannya. 

b. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan 

persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau 

cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. 

c. Wawancara, menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak 

perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah 

lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan. 

d. On the spot, kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian 

dicocokan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on 

the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang 

ada dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

e. Keputusan kredit, keputusan kredit adalah menentukan apakah 

kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan 

administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan 

mencakup jumlah yang akan diterima jangka waktu kredit dan 

biaya-biaya yang harus dibayar. 

f. Penandatanganan akta kredit, kegiatan ini merupakan kelanjutan 

dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka 

terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat 

jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan 
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dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau 

melalui notaris. 

g. Realisasi kredit, realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan 

surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau 

tabungan di bank yang bersangkutan.
35

 

7. Penggolongan kualitas kredit 

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan 

sebagai berikut. 

1.  Kredit lancar 

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

b. Memiliki mutase rekening yang aktif 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai 

2.  Dalam perhatian khusus 

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila 

memenuhi kriteria antara lain : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang belum melampui 90 hari 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan 

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

d. Mutase rekening relative aktif 

e. Didukung dengan pinjaman baru 
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3. Kurang lancar 

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria 

antara lain 

a.  Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari 

b. Sering terjadi cerukan 

c.  Terjadi pelanggaran terhadap kontrak 

d. Frekuensi mutase rekening relative rendah 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumen pinjaman yang kemah 

4. Diragukan 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan 

5. Macet 

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut 

antara lain : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 
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yang telah melampaui 270 hari 

b. Kerugian operasianl ditutup dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar.
36

 

 

D. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah 

1. Pengertian kredit bermasalah 

Kredit bermasalah yaitu kredit yang mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran 

kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta 

ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 

2. Pencegahan Kredit Bermasalah 

Pada dasarnya pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat 

fatal yang akan timbul apalagi terjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, 

tidak ada pilihan yang arus dilakukan selain mencegah timbulnya kredit 

bermasalah atau sekurang-kurangnya meminimalisir kredit bermasalah 

tersebut. Penyebab timbulnya kredit bermasalah umumnya adalah : 

a. Pihak Debitur (Nasabah Peminjam) 

1)  Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukan peubahan, 

biasayanya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, 

ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya. 

2)  Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan 

pelanggan, kekurangan pasokan bahan baku, mesin-mesin yang 
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kurang berfungsi, dan lainnya. 

3)  ltikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan 

melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit. 

b. Pihak Bank 

1) Ketidak mampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank 

kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola 

perkreditan. 

2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, 

misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas 

kredit yang telah diberikan ke debitur. 

3) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi 

dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

c. Pihak lainnya 

1) Force majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang, 

meninbukan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya 

bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya. 

2) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan 

iklim usaha, misalnya krisis moneter.
37

 

3. Penyelesaian kredit bermasalah 

Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk 

menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah 

usaha-usaha pernbinaan, penyelamatan dan dengan jalan apa pun ternyata 
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tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko bank 

yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit 

tersebut dari nasabah dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh 

oleh bank.
38

 

Dapat dikenal beberapa cara penyelesaian kredit macet biasanya 

dilakukan melalui : 

a. Penjualan agunan kredit 

Merupakan kesepakatan antara bank dan debitur untuk menjual 

sebagian dan/atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagaipelunasan 

sebagian dan/atau seluruh kredit. Tujuannya agar kredit dapat dilunasi 

dan bank dapat menerima dana segar.Pelaksanaan hal ini berdasarkan 

pertimbangan secara selektif dan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

dengan debitur.
39

 

b. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yaitu bagi kredit 

macet menyangkut Bank Milik Negara. Biasanya kredit yang telah macet 

(dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara 

kekeluargaan, tetapi tidak berhasil), maka bank akan menyerahkan 

penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan melalui 

petelangan/penjualan benda jaminan tidak selamanya dilakukan dengan 

bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh 'kuasa menjual' 

maka iya dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan. 
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c. Melalui Proses Letigasi di Pengadilan 

Apabila suatu kredit macet (dari bank swasta) maka 

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses letigasi 

merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur 

menunjukan itikad tidak baik yang disengaja menyembunyikan harta 

bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Akan 

tetapi, proses letigasi acapkali dinilai oleh masyarakat memakan waktu 

bertahun-tahun (bahkan sampai berpuluh tahun). Sementara dinilai pihak 

lembaga sandera (gijzeling) yang dulunya dapat dianggap sangat 

membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi hutangnya telah 

dicekal keberlakuannya oleh Mahkamah Agung dengan surat edara MA. 

No. 2 tahun 1964 jo. Nomor 4 tahun 1975. 

d. Melalaui arbitrase dan perwasitan 

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa penyelesaian kredit macet 

melalui pengadilan dipandang kurang menguntungkan karena waktu yang 

diperlukan relative lama dan jumlah uang yang habis ditarik juga sangat 

kecil. Oleh sebab itu, kalangan perbankan dan pakar hukum mencoba 

menawarkan penggunaan lembaga “arbitrase” untuk menyelesaikan kredit 

macet. 

Didalam perjanjian kredit perbankan, bank dan nasabahnya dapat 

menuangkan klausula arbitrase yang berisi bahwa jika terjadi sangketa 

antara bank dan nasabahnya (misalnya kredit macet), maka mereka akan 

menyelesaikan persoalannya melalui perantara lembaga perwasitan 
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(arbitrase)
40

 

 

E. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Kredit 

Bermasalah 

 

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Pasal 8 

(1) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pasal 12A 

(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 

suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di 

luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah sebitur tidak memnuhi 

kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli 

tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

Pasal 29 

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, liquiditas, 

rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 
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(3) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsp syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank. 


